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ABSTRACT

Surety Bond is a form of written agreement between three parties, where
the surety (surety), provides guarantees to the second party (principal) for the
benefit of third parties (obligee). One type of surety bond is maintenance bond.
Maintenance bond is a guarantee against damage to work or material that occurs
after the job is completed.

This type of research can be classified in the study of sociological law,
because in this study the authors directly conduct research at the location or place
of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under
study. This research was conducted in Padang while the population and sample
are all parties related to the problems examined in this study, data sources used,
primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this
study by interview and literature study.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are:
First, the legal relationship between CV. Merpati with PT. Asuransi Mega
Pratama, where the maintenance guarantee agreement has fulfilled the legal
requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The
legal relationship arising from the maintenance guarantee agreement is a mutual
legal relationship that can give rise to the rights and obligations of each party.
Implementation of the responsibilities of CV. Merpati against PT. Asuransi Mega
Pratama has not yet been fulfilled, one of which is the payment of compensation
for the compensation experienced by the Tanah Datar District Public Works
Office.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini keinginan negara —
negara yang sedang berkembang untuk
melakukan pembangunan.Dalam
mencapai tujuan nasional, diperlukan
pembangunan ekonomi yang ditujukan
guna mencapai masyarakat yang adil
dan makmur.! Oleh sebab itu, hasil —
hasil dari pembangunan tersebut harus
dapat dinikmati dan bermanfaat bagi
seluruh rakyat. Kebijakan Pemerintah
dan  Pemerintah  Daerah  untuk
mempercepat penyediaan infrastruktur
bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi
nasional semakin memperbesar peluang
pada jasa kontruksi. Pembangunan —
pembangunan  yang dilakukan oleh
Pemerintah  melalui departemen -
departemen pada umumnya terbagi
menjadi dua yaitu kontruksi dan non
kontruksi.

Berdasarkan Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
Kontruksi,  menjelaskan  Pekerjaan
Kontruksi adalah keseluruhan atau
sebagian  kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu
bangunan.?Salah satu contoh proyek
kontruksi yang dilakukan Pemerintah
adalah  pembangunan infrastruktur
seperti sekolah, pembangunan jalan dan
jembatan, bendungan, bandara,
pelabuhan, rumah sakit, jalan tol, dan
sebagainya.Sementara untuk proyek
non kontruksi berupa pengadaan barang
dan jasa guna keperluan operasional
departemen terkait.Dalam
pelaksanaannya, pembangunan proyek
— proyek ini melibatkan berbagai pihak
seperti pemberi tugas (bouwheer),

pemborong, arsitek, agraria, Pemerintah
Daerah dan sebagainya.’

Untuk melaksanakan suatu
pembangunan infrastruktur, antara
pihak yang terlibat perlu diadakan suatu
perjanjian  pemborongan. Pengaturan
perjanjian pemborongan diatur dalam
Kitab Undang - Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata), pada Pasal
1601 huruf (b) yang berbunyi:*
pemborongan pekerjaan adalah
perjanjian, dengan mana pihak yang
satu, si pemborong mengikatkan diri
untuk menyelenggarakan suatu
pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak
yang satu  memborongkan,dengan
menerima suatu harga yang
ditentukan®.

Perjanjian  pemborongan  pada
proyek — proyek Pemerintah harus
dibuat secara tertulis dan dalam bentuk
perjanjian standar artinya perjanjian
pemborongan (Surat Perintah Kerja dan
Surat Perjanjian Pemborongan ) dibuat
dalam bentuk model — model formulir
tertentu yang isinya ditentukan secara
sepihak oleh pihak yang
memborongkan.*Perjanjian
pemborongan pekerjaan dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu
pihak pemborong diwajibkan
memberikan bahannya untuk pekerjaan
itu atau pemborong hanya melakukan
pekerjaan saja.’

Bersumber pada perjanjian
pengadaan barang / jasa kontrak
Nomor : 02/1I/SP/JEMBT-DAU/BM-
2016 pada tanggal 15 Juni 2016, total
harga kontrak atau nilai kontrak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) adalah sebesar Rp. 833.721.000
(delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh

*Djumaldji, Hukum Bangunan(Dasar — Dasar

Neni Seri Imaniyati,Hukum Bisnis Tentang Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia), Rineka
Telaah Pelaku dan Kegiatan Ekonomi , Graha Cipta, Jakarta, 1995, him. 1.
llmu, Yogyakarta, 2009, him. 7 *Ibid.

2Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2017 > | Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan,
Tentang Jasa Konruksi. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, him.195.
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ratus dua puluh satu ribu rupiah).®
Berdasarkan Pasal 5 Huruf (b)
perjanjian ~ pemborongan  tersebut
disebutkan bahwa penyedia selaku
kontraktor memiliki kewajiban untuk
melaksanakan ~ dan  menyelesaikan
pekerjaan secara cermat, akurat, dan
penuh  tanggung jawab  dengan
menyediakan tenaga kerja, bahan -
bahan dan peralatan angkutan ke atau
dari lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang
diperlukan untuk pelaksanaan,
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan

orang lain atau lebih.”Perjanjian
adalah persetujuan yang dirumuskan
secara tertulis yang melahirkan bukti
tentang adanya hak dan kewajiban.?
Perjanjian adalah  perbuatan
yang dilakukan dua orang atau lebih
yang isi  perjanjian  tersebut
didasarkan atas kesepakatan atau
persetujuan  bersama.”  Perjanjian
adalah suatu hubungan hukum antara
dua pihak, yang isinya adalah hak
dan kewajiban, suatu hak untuk
menuntut sesuatu dan di sebelah lain
suatu kewajiban untuk memenuhi

yang dirinci dalam kontrak.” tuntutan tersebut.'

B. Rumusan Masalah 2. Teori Akibat Hukum
1. Bagaimanakah hubungan hukum Mengenai akibat hukum,
antara PT. Asuransi Mega Pratama Soeroso  mendefinisikan  sebagai
sebagai surety company dengan akibat suatu tindakan yang dilakukan
CV. Merpati sebagai principal ? untuk memperoleh suatu akibat yang
2. Bagaimanakah pelaksanaan dikehendaki oleh pelaku dan yang
recorvery dalam perjanjian jaminan diatur oleh hukum. Tindakan ini
pemeliharaan (maitenance bond) dinamakan tindakan hukum. Jadi
antara PT. Asuransi Mega Pratama dengan kata lain, akibat hukum
dengan CV. Merpati ? adalah akibat dari suatu tindakan
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian hukum. Contoh: membuat wasiat,
1. Tujuan Penelitian pernyataan  berhenti  menyewa'!
a. Untuk mengetahui hubungan Akibat hukum merupakan sumber
hukum antara PT. Asuransi lahirnya hak dan kewajiban bagi

Mega Pratama Cabang Padang subyek - subyek hukum yang
sebagai surety  company bersangkutan. Misalnya,
dengan CV. Merpati sebagai mengadakan perjanjian jual - beli
principal. maka telah lahir suatu akibat

b. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum dari perjanjian jual beli
recorvery dalam perjanjian tersebut yakni ada subyek hukum
jaminan pemeliharaan yang mempunyai hak untuk
(maitenance bond) antara PT. mendapatkan
Asuransi Mega  Pratama barang dan mempunyai kewajiban
dengan CV. Merpati untuk membayar barang tersebut.

D. Kerangka Teori Dan begitu sebaliknya subyek
1. Teori Perjanjian hukum yang lainmempunyai hak
Pasal 1313 KUHPerdata untuk mendapatkan uang tetapi di
menyebutkan bahwa suatu perjanjian
adalah “Suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu

Kusumohamidjojo Budiono, Dasar-dasar
Merancang Kontrak, GramediaWidiasarana,
Jakarta, 1998, him.6.

*Muhammad Abdul Kadir,Hukum Perjanjian,
PT Citra Buana, Bandung, 1989, him.5.
®Perjanjian, Pengadaan Pembangunan Jembatan 19R. Subekti, Aspek-aspek Hukum Nasional,
Dau (Paket 2) CV. MERPATI Lubuk Sikaping, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, him.2.
2016. MR, Soeroso, Pengantar llmu Hukum, Sinar
"Ibid. Grafika,Jakarta, 2011 HIm. 295.
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samping itu diamempunyai
kewajiban untuk  menyerahkan
barang. Jelaslah bahwa perbuatan
yang dilakukan subyek hukum
terhadap obyek hukum
menimbulkan akibat hukum.*?
E. Kerangka Konseptual
Konseptual merupakan
penggambaran antara konsep — konsep
khusus yang merupakan kumpalan
dalam arti yang berkaitan, dengan
istilah yang akan diteliti dan / atau
diuraikan dalam karya ilmiah.*®
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum pada dasarnya
merupakan suatu kegiatan ilmiah
yang didasarkan pada metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu
yang bertujuan untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum
tertentu dengan jalan
menganalisisnya, kecuali itu, maka
juga diadakan pemeriksaan yang
mendalam terhadap fakta hukum
tersebut untuk kemudian
mengusahakan suatu pemecahan atas
suatu permasalahan — permasalahan
yang timbul didalam  gejala
bersangkutan.'*
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di
Kota Padang Provinsi Sumatra
Barat. Peneliti mengambil lokasi
penelitian  dengan  pertimbangan
bahwa lokasi penelitian relevan
dengan masalah yang akan diteliti,
perlu suatu penelusuran sistematis
terhadap instansi tersebut.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan unit
atau manusia (dapat juga berbentuk
gejala, atau  peristiwa)  yang

2 Ibid.

3 H.Zainuddin Ali, M.A, Metode Penelitian
Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 96.

14 Bambang Sunggono, Metode Penelitian
Hukum, PT. RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2010,
him. 43.

mempunyai ciri — ciri %/ang sama,
misalnya semua polisi.”> Populasi
merupakan keseluruhan pihak yang
berkaitan dengan masalah yang
diteliti berdasarkan lokasi penelitian
yang telah ditentukan sebelumn%/a
sehubungan dengan penelitian ini."
4. Sumber Data
Adapun  jenis data yang
digunakan oleh penulis dalam
penelitian adalah sebagai berikut:
a. Data primer yaitu data yang
diperoleh lansung dari sumber
pertama. Data diperoleh melalui

penelitian langsung dari
lapangan dari responden guna
memperoleh data yang
berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti yaitu

di PT. Asuransi Mega Pratama

Cabang Padang  mengenai

pelaksanaan maintenance bond

sebagai sebagai jaminan
pekerjaan kontruksi.

Data sekunder adalah data-data
yang diperoleh dari buku-buku,
dokumen — dokumen resmi, hasil —
hasil penelitian yang berwujud
laporan dan sebagainya sebagai data
pelengkap sumber data primer.
Bahan hukum sekunder yaitu bahan
yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer,
seperti rancangan undang — undang,
hasil — hasil penelitian, atau
pendapat pakar hukum.’

G. Analisis Data
Data yang  diperoleh  dari
wawancara diolah dan disajikan dalam
bentuk wuraian - uraian logis dan
sistematis yang menghubungkan fakta
yang ada dengan berbagai peraturan

> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar
Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo,
Jakarta, 2004, him. 95.

16 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam
Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, him. 16.

YAmirudin dan Zainal Asikin, Pengantar
Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press , Jakarta,
2012, him. 31.
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yang berlaku yang merupakan data
kualitatif.*® Data yang sudah terkumpul
tidak berupa angka-angka yang dapat
dilakukan pengukuran, data tersebut
sukar diukur dengan angka, hubungan
antara variabel tidak jelas, sampel lebih
bersifat non probabilitas, pengumpulan
data menggunakan metode wawancara,
dan penggunaan - penggunaan teori
kurang diperlukan.

Dalam menarik kesimpulan,
penulis menggunakan metode secara
deduktif, yaitu cara berfikir yang
menarik suatu kesimpulan dari suatu
pernyataan atau dalil yang bersifat
umum menjadi suatu pernyataan yang
bersifat khusus, yang mana dari
berbagai kesimpulan tersebut dapat
diajukan saran.

BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan UmumTinjauan Umum

Jasa Kontruksi
1. Pengertian Jasa Kontruksi
Industri  jasa  kontruksi  di
kegiatan atau usaha yang berkaitan
dengan penyiapan lahan dan proses
kontruksi, perubahan, perbaikan
terhadap bangunan, struktur dan
fasilitas terkait lainnya. Usaha jasa
kontruksi  dikembangkan  untuk
mewujudkan struktur syruktur usaha
yang kokoh dan efisien melalui
kemitraan yang sinergis antara usaha
besar, menengah dan kecil serta
antara usaha yang bersifat umum,
spesialis, dan keterampilan, usaha.?
Pasal 1 ayat 1 Undang — Undang
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
Kontruksi menyebutkanJasa

pembangunan  kontruksi  dikenal

pihak — pihak yang terkait yaitu

pengguna jasa dan penyedia jasa.?*
2. Kontrak Jasa Kontruksi

Kontrak merupakan perjanjian
noominat. Kontrak noominat sama
artinya dengan perjanjian bernama
atau benoemde dalam bahasa
Belanda. Menurut Soebekti,
perjanjian adalah suatu peristiwa
dimana seseorang akan berjanji
kepada orang lain atau kedua orang
tersebut saling  berjanji  untuk
melakukan suatu hal.??Dari peristiwa
ini, timbulah suatu hubungan antara
dua orang tersebut yang dinamakan
perikatan.”®>  Undang - Undang
membagi perjanjian untuk
melakukan pekerjaan dalam 3 (tiga)
macam Vyaitu; a. Perjanjian untuk
melaksanakan jasa — jasa tertentu; b.
Perjanjian kerja atau perburuha; c.
Perjanjian jasa kontruksi. %

Dalam pelaksanaan jasa
kontruksi akan dibuat sebuah
perjanjian kontrak dalam bentuk
tertulis. Menurut  Djumialdji,
Kontrak kerja kontruksi adalah
suatu persetujuan dengan mana
pihak yang satu, si pemborong,
mengikatkan dirinya untuk
menyelenggarakan suatu pekerjaan,
sedangkan pihak yang lain, yang
memborong,  mengikatkan  diri
untuk membayar suatu harga yang
ditentukan.®

B. Tinjaun Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
Perjanjian adalah persetujuan
(tertulis atau dengan lisan) yang
dibuat oleh dua pihak atau lebih

kontruksi  adalah layanan jasa
konsultasi kontruksi dan / atau
pekerjaan kontruksi.Dalam

yang masing - masing berjanji akan

?1pasal 39 Undang — Undang Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Jasa Kontruksi.
22 R. Soebekti, “ Hukum Perjanjian”, Intermesa,
'8|skandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Jakarta, 2008, him. 1.
Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), Gaung Persada 2|pid.
press, Jakarta 2008, him 219. %% R. Soebekti, Aneka Perjanjian, PT.Citra
Y Bambang Waluyo, Op. Cit,hlm. 77. Aditya Bakti, Bandung, 1995, him. 57.
20 Seng Hasen, Manajemen Kontrak Kontruksi, % FX  Djumialdji,  Perjanjian
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2015, him. 3. Pemborongan, Bina Aksara, Jakarta, 1987, him.93.
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mentaati apa yang tersebut di
persetujuan  itu®*  Sedangkan
Soebekti mengemukakan pengertian
perjanjian adalah suatu peristiwa
dimana seseorang berjanji kepada
seseorang lain atau dimana orang itu
saling berjang'i untuk melaksanakan
sesuatu hal.*” Definisi perjanjian
telah diatur dalam Pasal
1313KUHPerdata yang menyatakan
bahwa“ Suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih”

Perjanjian itu berlaku sebagai
suatu Undang — Undang bagi pihak
yang saling mengikatkan diri,serta
mengakibatkan  timbulnya suatu
hubungan antara dua orang atau dua
pihak tersebut yang dinamakan
perikatan. Perjanjian itu
menerbitkan suatu perikatan antara
dua orang atau dua pihak yang
membuatnya. Dalam bentuknya,
perjanjian  itu  berupa  suatu
rangakaian perkataan yang
mengandung janji - janji atau
kesanggupan yang diucapkan atau
ditulis.

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata
disebutkan bahwa semua
persetujuan yang dibuat secara sah
berlaku sebagai Undang - Undang
bagi mereka yang membuatnya.
Persetujuan — persetujuan itu tidak
dapat ditarik kembali selama
dengan sepakat kedua belah pihak
atau karena alasan - alasan yang
oleh Undang - Undang dinyatakan
cukup untuk itu.

. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah lalai, ingkar
tidak memenuhi kewajiban dalam

%\\.J.S Poerdwadarminta,Kamus Umum

suatu perikatan. Untuk kelalaian ini,
maka pihak yang lalai harus
memberikan 8penggantian rugi, biaya
dan bunga.?® Menurut M. Yahya
Harahap, SH “wanprestasi adalah
pelaksanaan kewajiban yang tidak
tepat pada waktunya atau dilakukan
tidak menurut selayaknya”?

C.Tinjauan Umum Tentang Surety
Bond
1. Pengertian Surety Bond

Surety bond adalah salah satu
bentuk perjanjian tertulis antara tiga
pihak, dimana penjamin (Surety)
memberikan jaminan kepada pihak
Kedua (Principal) untuk
kepentingan  pihak Ketiga
(Obligee). Dalam perjanjian tersebut
disepakatkan bahwa apabila pihak
yang dijamin (Principal) lalai atau
gagal menyelesaikan kewajibannya
terhadap pihak Ketiga (Obligee) atas
apa yang diperjanjikan, pihak surety
akan  menggantikan  kedudukan
principal untuk  menyelesaikan
pekerjaan atau membayar sejumlah
klaim sesuai dengan nilai kerugian
berdasarkan perjanjian yang telah
disepakati. Dengan menyelesaikan /
pembayaran oleh Surety, tidak
menghilangkan kewajiban Principal
untuk membayar kembali kepada
Surety sebesar nilai yang telah
dibayarkan kepada Obligee
(recovery).

Surety bond merupakan suatu
perjanjian pemberian jaminan yang
dalam sistem hukum dikenal sebagali
perjanjian penanggungan. Perjanjian
penanggungan diatur dalam Pasal
1820 KUHPerdata yang berbunyi
“Penanggungan adalah suatu
persetujuan dengan mana seorang
pihak ketiga guna kepentingan si
berpiutang (kreditur), mengikatkan

28 . - .
Bahasa Indonesia,Balai Pustaka,Jakarta, 1991,him J.C.TSimorangkir,RudyT.Erwin,J.T.Pras
402 etyo, Kamus Hukum,Aksara Baru, Jakarta,1987,
*’Rsoebekti, Hukum Perjanjian, him.186.

Intermesa, Jakarta,2002,him.1 M. Yahya Harahap,Op,Cit, him.6
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diri untuk memenuhi perikatannya si
berutang (debitur) manakala orang
itu sendiri (debitur) tidak
memenuhinya (wanprestasi).”

BAB 111
GAMBARAN UMUM
LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Padang
1. Sejarah Kota Padang

Dalam tambo Minangkabau
Padang disebut sebagai daerah
rantau.Orang yang pertama Kali
datang berasal Kubung XIII Solok
oleh Luhak Nan Tigo (Agam, Tanah
Datar dan Limo Puluh Kota).Namun
ketika mereka sampai telah ada juga
penduduk asli yang tidak beberapa
orang, yang mereka sebut dengan
orang-orang Rupit dan Tirau. Namun
dalam abad yang sama, Kerajaan
Aceh juga mulai mengembangkan
wilayahnya terutama untuk
perluasan daerah perniagaan.®

Daerah ini telah lebih dulu
menjadi pusat pemukiman yaitu
tempat beradanya Kerajaan
Minangkabau.* Tahun 1616,
Belanda dan Inggris juga sudah
mulai mendarat di muara-muara
pelabuhan tersebut, kondisi ini
mengharuskan Kerajaan Aceh untuk
menempatkan wakilnya disemua
pelabuhan akan tetapi di Padang
tidak dengan penguasaan penuh.
Walaupun Padang oleh  Aceh
dianggap tidak begitu penting, Aceh
tidak ingin Belanda menguasainya.*

Pada tanggal 20 Mei 1784,
untuk pertama kalinya Belanda
menetapkan Kota Padang sebagai

http://www.padang.go.id/ , di akses pada 03
Februari 2020

*Rusli Amran. Padang, Riwayat Mu Dulu,
Penerbit Mutiara Sumber Widy, Jakarta, 1986, him.
23

#Gusti Asnan, Pemerintahan Sumatera Barat
Dari VOC ingga Reformasi, Citra Pustaka,
Yogyakarta, 2006, him. 17.

pusat kedudukannya dan pusat
perdagangan di Sumatera Barat
sampai akhir abad ke-18 Kota
Padang hanya sekitar Batang Arau,
Kampung Cina, Kampung Keling,
Pasar Hilir, Pasar Mudik, Pulau Aia,
Ranah Binuang, Alang Lawas dan
Seberang Padang. Ketika pemerintah
Belanda melalui de Stuers (1788-
1861) memimpin Padang, kota ini
diperluas ke utara, yaitu ke Nanggalo
dan Ulak Karang ke selatan sampai
ke Teluk Bayur, ke timur sampai ke
Lubuk Begalung, Marapalam dan
Andalas. Pada masa itu terjadi
peralihan dimana wilayah dikepala
olen penghulu kemudian diganti
dengan sistem pemerintahan Wijk
atau kampung. Penghulu wijk bukan
lagi kepala pemerintahan atas kaum
atau suku, tetapi atas nama kampung
atau wijk. =

B. Gambaran Umum PT.Asuransi Mega
Pratama
1. Sejarah singkat PT.Asuransi

Mega Pratama

PT. Asuransi Mega Pratama
adalah salah satu perusahaan
asuransi  umum di  Indonesia.
Sebelumnya yaitu sejak tahun 1959
PT. Asuransi Mega Pratama
bernama PT. Maskapai Asuransi
Ikrar Lioyd. Pada pertengahan tahun
2003 PT. Prima Eksekutif
mengambil alih  seluruh  saham
Bakrie Finance Corporation (BFC)
di PT. Maskapai Asuransi Ikrar
Lioyd. Pada tangga tanggal 8 Maret
2004, perusahaan secara resmi
beroperasi dengan nama baru, PT.
Asuransi Mega Pratama.*

)bid.
34

http://megapratama.com/index.php?rt=History
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2. Visi & Misi Perusahaan Asuransi

Mega Pratama
a. Visi Perusahaan Asuransi Mega
Pratama®
Menjadi  Perusahaan  yang
dikenal luas dengan tingkat
pelayanan yang baik, handal,
terpercaya dan selalu menjadi
pilihan prioritas nasabah dalam
berasuransi dan dapat memenuhi
kepuasan para pemangku
kepentingan, khususnya para
pemegang polis /
tertanggung/penerima  manfaat,
juga berkontribusi positif
terhadap tumbuh kembangnya
industri asuransi nasional yang
sehat dan kuat.

C. Gambaran Umum CV. Merpati

CV. Merpati adalah suatu badan
usaha yang  bergerak di bidang
kontruksi. Sesuai dengan akte notaries
Rustim Affandi S, H Nomor 343
tanggal 6 Februari Tahun 1996
berkedudukan di Jalan. Abdul Latif
Nomor 8 Lubuk Sikaping / Mendatar,
Kabupaten PasamaN dengan Salvi
Hamid sebagai Direktris. Jenis — jenis
produk yang ditawarkan CV. Merpati
adalah :

1. bangunan gedung,
2. bangunan sipil
Penyedia jasa bidang pekerjaan
sipil biasa disebut jasa konstruksi
sipil. Beberapa contoh dari bidang
pekerjaan sipil yaitu pembuatan
bangunan, jembatan, jalanan,
pembangunan jalur kereta api,
landasan pesawat, jalan bawah
tanah, terowongan, pengendalian
banjir dan saluran drainase,
pelabuhan, bendungan,
jaringan pengairan atau prasarana
sumber daya air, geoteknik,
struktur bangunan
gedung, Kkonstruksi pabrik dan
tambang termasuk perawatannya,

35

http://megapratama.com/index.php?rt=visi&misi

dan  pekerjaan  penghancuran
bangunan (demolition).
3. jasa pelaksanaan lainya,

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN
A.Hubungan Hukum Antara PT.
Asuransi Mega Pratama Sebagai
Surety Company Dengan CV. Merpati
Sebagai Principal
1. Perjanjian Jaminan Pemeliharaan
(Maintenance Bond) Berdasarkan
KUHPerdata.

Bentuk  dari  pembangunan
infrastruktur yang diselenggarakan
pemerintah berupa bangunan negara.
Bangunan negara adalah bangunan
untuk keperluan dinas dan fasilitas
yang menjadi atau akan menjadi
kekayaan milik negara dan diadakan
dengan sumber pembiayaan yang
berasal dari dana APBN dan APBD
dan atau sumber pembiayaan
lainnya, antara lain seperti gedung
kantor, gedung sekolah, gedung
rumah sakit, gudang, rumah negara,
jembatan, saluran air dan lain —
lain.*®

Dalam pelaksanaan  suatu
pembangunan dimana saat pekerjaan
mencapai 100 % maka principal atau
penyedia jasa kontruksi akan
menyerahkan  pekerjaan  kepada
obligee atau pengguna jasa kontruksi
dan diterbitkan berita acara serah
terima pekerjaan yang ditanda
tangani oleh kedua belah pihak.
Walapun berita acara tersebut telah
ditanda tangani, namun dalam
kontrak biasanya ada ketentuan
mengenai kewajiban principal atau
penyedia jasa kontruksi untuk
melakukan pemeliharaan yang telah
diselesaikan untuk jangka waktu

**Keputusan Mentri permukimam dan prasarana
wilayah No. 332/ KPTS/M/2002, Tentang pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara,
Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah,
him. 1.
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tertentu. Untuk itu agar dapat
menjamin bahwa principal atau
penyedia jasa kontruksi  dapat
memenuhi  kewajibannya tersebut
maka jaminan pemeliharaan surety
company dibutuhkan.*’

2. Hak dan kewajiban CV. Merpati
sebagai  Principal dan  PT.
Asuransi Mega Pratama Sebagai
Surety Company

Perjanjian menciptakan
hubungan hukum antara pihak -
pihak  yang  membuat, Vyaitu
hubungan hukum yang menimbulkan
kewajiban  bagi  para  pihak.
Berdasarkan penjelasan ini dapat di
katakan bahwa hubungan hukum
antara PT. Asuransi Mega Pratama
dengan CV. Merpati adalah
hubungan hukum yang menimbulkan
kewajiban — kewajiban yang tertera
didalam perjanjian.

Adapun kewajiban para pihak
yaitu CV. Merpati mempunyai
kewajiban untuk melakukan
membayar service chargedan
pembayaran  recorvery  melalui
perjanjian ganti rugi kepada surety
atas jasa yang dberikan oleh PT.
Asuransi Mega Pratama yang telah
disepakati dengan PT. Asuransi
Mega  Pratama  dan berhak
mendapatkan pelayanan yang baik
dari PT. Asuransi Mega Pratama.®

Kewajiban dari PT. Asuransi
Mega Pratama sebagi  surety
company Yyaitu PT. Asuransi Mega
Pratama  dan CV. Merpati
mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran dengan jumlah yang
tersebut dalam perjanjian jaminan
pemeliharaan (maintenance bond)
dengan nomor polis PL03620216
S18 L.456 dengan baik dan benar
bilamana CV. Merpati tidak
memenuhi kewajiban dalam

*’Sianipar, J.Tinggi & Jan Pinontoan, Op. Cit,

him. 50

% Wawancara dengan Salvi Hamid, Direktris

CV.Merpati, Padang, pada 25 Maret 2020.

melaksanakan  pekerjaan  yang
dipercayakan kepadanya atas dasar
Surat Perjanjian Kerja / Kontrak dari
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Datar Bidang Bina Marga
sebagai penerima jaminan. *

B. Pelaksanaan Recorvery atas
Pencairan Klaim Jaminan
Pemeliharaan (Maintenance Bond)
oleh CV.Merpati

Dalam Pasal 35 Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
menyebutkan bahwa jaminan
pemeliharaan (Maintenance Bond) di
berlakukan untuk pekerjaan kontruksi
atau jasa lainnya yang membutuhkan
masa pemeliharaan, dalam hal penyedia
menerima uang retensi pada serah
terima pekerjaan pertama. Jaminan
pemeliharaan  (Maintenance  Bond)
dikembalikan dalam waktu 14 (empat
belas) hari kerja setelah masa
pemeliharaan selesai. Besarnya nilai
jaminan pemeliharaan (Maintenance
Bond) adalah sebesar 5% (lima persen)
dari nilai kontrak untuk jangka waktu
tertentu dan biasanya untuk jangka
waktu 3 — 12 bulan dengan nilai
pencairan jaminan paling tinggi sebesar
nilai jaminan.*°

Dalam pembangunan jembatan
(Dau paket 2), CV. Merpati sebagai
principal tidak dapat memenuhi
kewajibannya  untuk  memperbaiki
kerusakan yang terjadi pada jembatan (
Dau Paket 2) vyaitu kerusakan pada
pondasi  jembatan dalam  masa
pemeliharaan. Pertanggunggugatan
dalam Kontrak Kerja Kontruksi akibat
wanprestasi adalah bentuk tanggung
jawab seseorang atau badan hukum
penyedia jasa kontruksi atau pengguna
jasa kontruksi atas pelanggaran kontrak

% \Wawancara dengan Danil Mulia, Kepala
Cabang PT.Asuransi Mega Pratama Cabang
Padang, pada 17 Maret 2020.

*° Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9
Tahun 2018.
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kerja kontruksi yang telah disepakati
kedua belah pihak. Pelanggaran tersebut
merupakan salah satu kesalahan dalam
pelaksanaan kontrak atau disebut
wanprestasi.

Sebagai akibat hukum dari tidak
terlaksananya prestasi  pemeliharaan
yang tertuang di dalam Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama
yang dilakukan oleh CV. Merpati maka
Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina
Marga Kabupaten Tanah Datar sebagai
oblige Pengajuan  klaim  kepada
PT.Asuransi Mega Pratama sebagai
surety company dilakukan dengan
mengajukan surat resmi pengajuan
klaim, surat resmi tersebut dapat berupa
surat klaim obligee, asli jaminan
pemeliharan,foto copy berita acara
penyerahan pekerjaan, perincian jenis
kerusakan dan sebab — sebab yang
terjadi di masa pemeliharaan, dan
perincian biaya yang dibutuhkan untuk
perbaikan.*

Mengenai akibat hukum, Soeroso
mendefinisikan sebagai akibat suatu
tindakan yang dilakukan  untuk
memperoleh  suatu  akibat  yang
dikehendaki oleh pelaku dan vyang
diatur oleh hukum. Jadi dengan kata
lain, akibat hukum adalah akibat dari
suatu tindakan hukum.”  Perjanjian
ganti rugi kepada Surety yang
disepakati antara PT. Asuransi Mega
Pratama sebagai surety company
dengan CV. Merpati merupakan suatu
tindakan hukum sehingga lahirnya hak
dan kewajiban bagi subyek - subyek
hukum vyang bersangkutan. Dalam
perjanjian ganti rugi kepada surety
tersebut lahirlah akibat hukum yakni

* Nadia Elga Firmania, “Pertanggunggugatan
CV. Adi Kurnia Dalam Kontrak Kerja Kontruksi
Akibat Wanprestasi”, Jurnal IImu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Islam Semarang, Vol.
26 , Nomor 1 Februari 2020, him.97.

Wawancara dengan Danil Mulia, Kepala
Cabang PT.Asuransi Mega Pratama Cabang
Padang, pada 17 Maret 2020 .

*3 Soeroso, Op.cit, hIm.295.

CV. Merpati sebagai principal yang
merupakan subjek hukum memperoleh
jasa dan mempunyai kewajiban untuk
melakukan pembayaran jasa tersebut
kepada PT. Asuransi Mega Pratama.

PT. Asuransi Mega Pratama
sebagai  surety company yang
merupakan subjek hukum yang lain
mempunyai hak untuk mendapatkan
pembayaran atas jasa yang
diberikannya kepada CV. Merpati
sebagai principal tetapi disamping itu
dia mempunyai kewajiban untuk
memberikan  jasa. Dalam suatu
tindakan hukum perjanjian yang
melahirkan suatu hak dan kewajiban
bagi subyek hukum vyang terlibat
apabila tidak terpenuhinya hak — hak
salah satu pihak yang terlibat maka
dikatakan pihak yang tidak memenuhi
hak — hak pihak lawan dalam
perjanjian tersebut telah melakukan
wanprestasi.*

BAB V
PENUTUP
. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil penelitian
mengenai pelaksanaan jaminan

pemeliharaan  (maintenance  bond)
pekerjaan  kontruksi maka dapat
dikemukakan beberapa kesimpulan;

1. Hubungan hukum antara CV.
Merpati dengan PT. Asuransi Mega
Pratama adalah hubungan perikatan
yang sumbernya perjanjian.
Perjanjian jaminan pemeliharaan
telah  memenuhi syarat sah
perjanjian sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 1320 Kitab Undang —
Undang Hukum Perdata. Hubungan
hukum yang timbul dari perjanjian
jaminan pemeliharaan yaitu
hubungan hukum yang
menimbulkan hak dan kewajiban
masing — masing pihak.

* M. Yahya Harahap, Op.cit.
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2. Akibat  hukum  dari  tidak
terlaksananya kewajiban
pembayaran recorvery oleh CV.
Merpati terhadap PT. Asuransi
Mega Pratama belum terpenuhi
atas ganti rugi yang dialami oleh
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanah Datar yaitu CV. Merpati
masuk kedalam daftar blacklist
PT. Asuransi Mega Pratama yang
mengakibatkan CV. Merpati tidak
bisa lagi untuk mengadakan
berbagai bentuk perjanjian asuransi
lainnya yang merupakan produk
dari PT. Asuransi Mega Pratama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah
dikemukan diatas, maka berikut ini
dikemukakan pula beberapa saran :

1. Diharapkan kepada para pihak
untuk menjalankan kewajiban dan
mendapatkan haknya sebagaimana
PT. Asuransi Mega Pratama berhak
untuk mendapatkan biaya
recorvery berdasarkan kerugian
yang dialami oleh Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Tanah Datar dan
berkewajiban untuk melakukan
pembayaran jaminan pemeliharaan
dengan baik dan benar apabila CV.
Merpati tidak dapat memenuhi
kewajibannya melakukan
pemeliharaan bangunan jembatan
Dau Paket 2. Serta pihak CV.
Merpati berhak untuk memperoleh
pengalihan tanggung jawab
pelaksanaan pemeliharaan
bangunan jembatan Dau Paket 2 ke
PT.Asuransi Mega Pratama dan
berkewajiban untuk melakukan
pembayaran service charge dan
recorvery.

2. Diharapkan dalam pelaksanaan
perjanjian jaminan pemeliharaan
(maintenance bond) PT. Asuransi
Mega Pratama sebagai surety
company dapat melakukan upaya
hukum dalam pelaksanaan
pemenuhan  haknya  terhadap

pembayaran recorvery  yang
dilakukan oleh principal.
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor
124 / PMK.010/2008 tentang
Penyelenggaraan Lini Usaha
Asuransi Kredit dan Suretyship,
Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor
1148.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor
33.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Nomor.6/POJK.05/2014
Tentang Penyelenggaraan Usaha
Lembaga Penjaminan.

Keputusan Mentri permukimam dan
prasarana wilayah No. 332/
KPTS/M/2002, Tentang
pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan  Gedung Negara,
Departemen Pemukiman dan
Prasarana Wilayah,
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